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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien ODGJ peserta

BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dilaksanakan

secara: 1) Preventif, 2) Represif, 3) Promotif, 4) Kuratif dan 5)

Rehabilitatif. Perlindungan hukum terhadap pasien ODGJ peserta

BPJS Kesehatan di RS. Jiwa ini dilaksanakan sesuai aturan yang ada

dan optimal tanpa membeda-bedakan pelayanan antara pasien ODGJ

peserta asuransi kesehatan dengan pasien ODGJ umum yang bukan

peserta BPJS Kesehatan. Kurangnya pemahaman masyarakat

mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan

yang akhirnya menimbulkan perspektif dari masyarakat bahwa

adanya perbedaan atau ketidaksetaraan pelayanan

2. Kendala yang dihadapi dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi

pasien ODGJ peserta BPJS Kesehatan adalah ada perbedaan

perspektif antara pihak rumah sakit jiwa dengan pihak BPJS

Kesehatan, keluarga pasien ODGJ peserta BPJS Kesehatan ada yang

menolak pasien dipulangkan disaat jaminan kesehatannya sudah

selesai, terjadinya claim pending dari pihak BPJS Kesehatan, adanya
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3. kondisi-kondisi darurat yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan,

hak-hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan masih

belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat dan kurangnya

perhatian dari keluarga ataupun masyarakat sekitar terhadap gejala

awal kejiwaan.

4. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pemenuhan kelengkapan

kebijakan dan SOP pelayanan ODGJ baik Promotif, Preventif,

Kuratif dan Rehabilitatif, telah berupaya mendapatkan assessment

dari BPJS Kesehatan dan mendapatkan perjanjian kerja sama dengan

BPJS Kesehatan, memberikan layanan pengaduan kepada pasien

maupun keluarga pasien, memberikan pelatihan kepada tenaga medis,

mengadakan kegiatan yang bernama “Keswamas” dan RS. Jiwa ini

juga membuat program edukasi “Bisik Gemas” atau Bincang Asyik

bersama Humas dan juga memiliki badan “Komite Mutu” yang

berada langsung dibawah Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin

Padang.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang agar

dapat lebih mengonfirmasi dan menjelaskan lebih rinci lagi diagnosa

atau koding pasien ODGJ pengguna BPJS Kesehatan kepada pihak



UNIVERSITAS BUNGHATTA

57

2. BPJS Kesehatan bahwa perawatan yang telah diberikan kepada

pasien ODGJ pengguna BPJS Kesehatan memang sangat diperlukan

bagi pasien ODGJ pengguna BPJS Kesehatan tersebut, agar tidak

ada lagi claim pending atau bahkan claim dinyatakan tidak layak

oleh pihak BPJS Kesehatan.

3. Diharapkan masyarakat-masyarakat peserta BPJS Kesehatan lebih

mendalami dan memahami hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS

Kesehatan, lebih menyadari bahwa bagi peserta BPJS Kesehatan

memang sudah ditentukan kelas-kelasnya oleh ketentuan BPJS

Kesehatan.

4. Disarankan kepada pihak BPJS Kesehatan agar mengadakan

sosialisasi ataupun penyuluhan rutin terhadap peserta BPJS

Kesehatan agar tidak ada lagi masyarakat yang kurang memahami

hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan.
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